
W A L I K O T A B O N T A N G 

KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG 
NOMOR 65 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
(PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

PEMBANTU (PPID PEMBANTU) KOTA BONTANG 

Menimbang 

Mengingat 

I WALIKOTA BONTANG, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pe layanan informasi 
dan dokementasi yang berdaya guna dan berhas i l guna 
di l ingkungan Pemerintah Kota Bontang, perluj 
menetapkan Pejabat Pengelola In formasi dan 
Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola In formasi dan 
Dokumentas i Pembantu (PPID Pembantu); 

b. bahwa u n t u k me laksanakan m a k s u d h u r u f a, per lu 

ditetapkan dengan Keputusan Wal ikota Bontang. 

1. Undang-Undang Nomor 47 T a h u n 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan , Kabupaten Ma l inau , 
Kabupaten Kuta i Barat , Kabupaten K u t a i T i m u r dan 
Kota Bontang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3839) Sebaga imana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 T a h u n 2000 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2000 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik, 
Indonesia Nomor 3962); 

2. Undang-Undang Nomor 14 T a h u n 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publ ik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 6 1 , T a m b a h a n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

3. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2009 tentang 
Pelayanan Publ ik (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang-
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa ka l i , terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Pe rubahan K e d u a 

atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 T a h u n 2010 tentang 
Pglaksanaan Undang-Undang Nomor 14 T a h u n 2010 
tentang Keterbukaan Informasi Publ ik (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 99 , T a m b a h a n ' 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5149) ; j 

6. Peraturan Menteri Komunikas i dan In format ika Nomor! 
28/PER/M.KOM1NFO/9/2006 tentang Penggunaan 
Nama Domain un tuk S i tus Web Resmi Pemer intah Pusat^ 
dan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 35 T a h u n 2010 

tentang Pedoman Pengelolaan Pe layanan Informasi dan 

Dokumentasi di L ingkungan Kementer ian D a l a m Negeri 

dan Pemerintahan Daerah; 

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 T a h u n 2010 tentang 
Standar Layanan Informasi Publik. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas i (PPID) dan; 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas i Pembantu ' 
(PPID Pembantu) Kota Bontang, sebagaimana t e rcantum 
dalam lampiran Keputusan in i ; 

PPID sebagaimana d imaksud d ik tum K E S A T U mempunya i 
tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a. PPID bertugas: 

1. Merencanakan, me laksanakan, mengkoordinas ikan dan 
mengendalikan pengumpulan informasi , 
Fjengklasifikasian informasi, pendokumentas ian ! 
informasi dan pelayanan informasi dar i PPID Pembantu; [ 

2. Menyimpan, mendokumentas ikan, menyed iakan 
dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada 
publik; 

3. Mengolah dan mengklas i f ikas ikan informasi dan^ 
dokumentasi secara sistematis be rdasarkan tugas 

K E S A T U 

K E D U A 



pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi . 

4. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penye lesa iakn 

sengketa informasi publik. 
i 

b. PP ip berwenang: i 

1. Menolak memberikan informasi yang d ikecua l ikan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 

2. Meminta dan memperoleh informasi dar i 

unit/komponen/satuan ker ja yang menjadi cakupanj 

kerjanya; 

3. Mengkoordinasikan pemberian pe layanan informasi, 
dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungs iona l 
yang menjadi cakupan kerjanya. 

PPID Pembantu sebagaimana d imaksud d i k t u m K E T I G A 
mempunyai tugas: 

a. Membantu PPID dalam me laksanakan tugas dan 
kewenangannya; 

b. Meriyampaikan informasi dar i dokumentas i kepada PPID 

secara berkala dan sesuai kebutuhan; 

c. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data 
l ingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi 
publik; j 

d. Menyusun S K PPID pembantu; 

e. Menentukan sua tu informasi dapat/t idaknya d iakses oleh 
publ ik dengan terlebih dahu lu me l akukan u j i konsekuens i 
u n t u k informasi yang d ikecual ikan. 

Ta ta Kerja PPID dan PPID Pembantu sebagaimanan d imaksud 
d ik tum K E S A T U sebagai berikut: 

a. Secara berkala a tau setiap saat apabi la d iper lukan dapat 

mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun i 
j i 

terbatas dengan PPID Pembantu da lam rangka; 
merumuskan sua tu kebi jakan yang berka i tan dengan 
tugas dan kewenangan PPID; 

b. Dapat me laksanakan rapat dengan p ihak terkai t untuk^ 
memperoleh tambahan data/informasi dan/a tau m a s u k a n 
yang diper lukan; 

c. Da lam me laksanakan tugas dan kewenangannya, PPID 
wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrsi dan 
s inkronisas i baik di l ingkungan kelompok ker janya 
maupun dengan PPID Pembantu; 



KELirv !A 

K E E N A M 

K E T U J U H 

K E D E L A P A N 

K E S E M B I L A N 

Kepala Sa tuan Kerja Perangkat Daerah di l ingkungani 

Pemerihtah Kota Bontang membentuk dan menetapkan 

Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentas i 

Pembantu dengan ketentuan: 

a. Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentas i i 
Pembantu di masing-masing S K P D sekurang -kurangnya 
terdiri dar i Ketua, Sekretaris dan Bidang-Bidang; j 

b. Bidang-Bidang sebagaimana d imaksud pada h u r u f 
a sekurang-kurangnya meliputi B idang Pe layanan dan 
Dokumentas i Informasi dan Bidang Pengolah Da ta dan 
Klas i f ikas i Informasi. 

Da lam me laksanakan tugas dan wewenang, PPID dan PPID 
Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan pera turan 
peruncjang-undangan dan melaporkan has i l n ya kepada! 
Wal ikota Bontang; ! 

Dengan ber lakunya Keputusan in i m a k a K e p u t u s a n Wal ikota 
Bontang Nomor 426 T a h u n 2012 tentang Penetapan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentas i (PPID) dan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentas i Pembantu (PPID' 
Pembantu) Kota Bontang; 

Segala beban biaya yang t imbul akibat d i tetapkan Kepu tusan 
in i dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Be lan ja 
Daerah Kota Bontang; 

Keputusan in i mula i ber laku sejak tanggal d i tetapkan dengan 
ketentuan apabila terdapat keke l i ruan da lam penetapannya 
a k a n diperbaiki sebagaimana mestinya. 

i Bontang 
1 J a n u a r i 2016 

NTANG, 

ADI DARMA 

Tembusan disampaikan kepada Yth; 
1. Gube rnur Provinsi Ka l imantan T imur cq. PPID Provinsi Ka l imantan T i m u r 
2. Ke tua Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah 
3. Inspektur Daerah 
4. S a t u a n Ker ja Perangkat Daerah di l ingkungan Pemerintah Kota Bontane 
5. Camat se-Kota Bontang 
6. L u r a h se-Kota Bontang 
7. Yang Be rsangkutan 



18. Kepala Dinas Per industr ian, Perdagangan, 
Koperasi dan UMKM 

19. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, 
Keuangan dan Aset 

20. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Ker ja 
2 1 . Kepala D inas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipi l 
22. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 
23 . Kepala Sa tuan Polisi Pamong Pra ja 
24. Direktur R S U D T a m a n H u s a d a 
25. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyaraka t 
26. Kepala Kantor Ke tahanan Pangan 
27. Camat Bontang Uta ra 
28. Camat Bontang Ba ra t 
29. Sekretaris Korpri 
30. L u r a h Bontang K u a l a 
3 1 . L u r a h Api-Api 
32. L u r a h Gunung E l a i 
33 . L u r a h Guntung 
34. L u r a h Tan jung Laut 
35. L u r a h Tanjung Laut Indah 
36. L u r a h Bontang Selatan 
37. L u r a h Satimpo 
38. L u r a h Berbas Tengah 
39. L u r a h Bontang B a r u 
40. L u r a h Bontang Lestar i 
4 1 . L u r a h Belimbing 
42. L u r a h Kanaan 
43 . L u r a h Gunung Te l ihan 
44. L u r a h Berbas Pantai 
45. L u r a h Lhoktuan 

K i 3 t 4 ^ K Q T A BONTANG, 


